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PUTUSAN
Nomor 2777 B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam
perkara:
PT TELEN ORBIT PRIMA, beralamat di Desa Barunang,
Kapuas Tengah, Kapuas, Kalimantan Tengah-73555, dan
alamat korespondensi Jalan Rawa Gelam | Nomor 9,
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur-13930, yang
diwakili oleh Arianto Sasono, jabatan Presiden Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ganda
Christian Tobing, S. Sos., LL.M., Int. Tax, dan kawan,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor
Danny Darussalam Tax Center beralamat di Menara DDTC,
Jalan Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 Nomor B, Kelapa
Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 015/TOP/EXT/II/2020, tanggal 24 Februari
2020 dan Nomor 025/TOP/EXT/11/2020, tanggal 24 Februari
2020;
Pemohon Peninjauan Kembali;
Lawan
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan
Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU- 2141/PJ/2020, tanggal 7 April 2020;
Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
112185.18/2012/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Keputusan Dirjen Pajak KEP-
00016/KEB/WPJ.29/2017, tanggal 20 Januari 2017,

2. Mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan
sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan
surat uraian banding tanggal 4 Juli 2017,

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
112185.18/2012/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang
telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00016/KEB/WPJ.29/2017,
tanggal 20 Januari 2017 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 00002/274/
11/711/15, tanggal 28 Oktober 2015 Tahun Pajak 2012 NOP
62.03.000.000.000-0035.3, atas nama PT Telen Orbit Prima, NPWP
01.936.376.1-711.001, beralamat di Desa Barunang, Kapuas Tengah,
Kapuas, Kalimantan Tengah-73555, dan alamat korespondensi Jalan Rawa
Gelam | Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur-13930,

sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No. Uraian Jumlah Rupiah
1. | A. NJOP Bumi Produktif 11.987.647.817.006,00
B. NJOP di luar Bumi Produktif 13.511.150.000,00
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 12.001.158.967.006,00
2. | NJOPTKP 5.000.000,00
3. | NJOP untuk penghitungan PBB 12.001.153.967.006,00
4. | NJKP (40%) 4.800.461.586.802,00
5. | PBB yang terutang (0,5%) 24.002.307.934,00
6. | PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 11.162.847.247,00
7. | Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 12.839.460.687,00
8. | Denda administrasi Pasal 10 UU tentang PBB 3.209.865.172,00
9. | PBB yang masih harus dibayar 16.049.325.859,00
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Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Desember 2019,
kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan
permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan
Pajak pada tanggal 2 Maret 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Maret
2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka
permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang
diterima tanggal 2 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah
Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas
Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112185.18/2012/PP/M.IVB
diucapkan tanggal 7 Agustus 2019, yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112185.18/2012/
PP/M.IVB diucapkan tanggal 7 Agustus 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku: (a) Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-00016/KEB/WPJ.29/2017, tanggal 20 Januari
2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2012) Nomor 00002/274/11/711/15, tanggal 28 Oktober
2015; dengan segala akibat hukumnya;
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2. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) Tahun Pajak 2012 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai

berikut:
No Uraian Menurut PK (serpula Pemohon
Banding)
1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 6.262.007.367.814,00
2. NJOPTKP 5.000.000,00
3. NJOP untuk penghitungan PBB 6.262.002.367.814,00
4. NJIKP 2.504.800.947.126,00
5. PBB yang terutang 12.524.004.736,00
6. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 11.162.847.247,00
7. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 1.361.157.489,00
8. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 340.289.372,00
9. PBB yang masih harus dibayar 1.701.446.861,00

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, untuk
membayar semua biaya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan
Kembali pada tanggal 8 Juni 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan
Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali
dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan
dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali
dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan
oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali
fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta
memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan
mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim
Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa in casu nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran
materiel berdasarkan prinsip subsfance over the form dan memenuhi
asas ne bis vexari rule yang mensyaratkan bahwa semua tindakan

administrasi harus berdasarkan hukum;
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- Bahwa terkait sengketa a quo berupa substansi yang telah diperiksa,
diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar,
sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat untuk mengambil alih
pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak
a quo, karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam
persidangan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan
bukti-bukti yang cukup memadai untuk dapat menguatkan dalilnya,
maka atas biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut tidak dapat menjadi
Pengurang Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. Oleh karenanya
koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
mana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 10 Undang-Undang tentang
Pajak Bumi dan Bangunan juncto Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan
Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan
Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan
Tata Usaha Negara (KTUN) in litis oleh Terbanding sekarang
Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah
dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum
yang secara terukur (rechtmatigheid van bestuur dan presumptio iustae
causa) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,
maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan

kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
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Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang

terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali PT TELEN ORBIT PRIMA,;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara
pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para

pihak.
Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd. ttd.
Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Dr. Irffan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Administrasi PK Rp2.480.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung Rl
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001
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